BAB IV
ANALISISHUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK GADAI SAWAH
DI DESA PENYALAHAN KECAMATAN JATINEGARA KABUPATEN

TEGAL

. Analisis Praktek Gadai sawah di Desa Penyalahan K ecamatan Jatinegara
Kabupaten Tegal

Proses bermuamalah dapat dianggap sah, apabilamabimakun dan
syarat yang terkandung dan menjadi pedoman atuaéamdpelaksanaannya.
Apabila tidak memenuhi rukun dan syarat serta gridasar bermuamalah dalam
Islam, maka praktek muamalah tersebut dapat digntidak sah dalam hukum
Islam.

Terkait dengan praktek gadai sawah di Desa Perpmlamaka ada
beberapa permasalahan yang menjadi acuan dalamamé&edudukan hukum
Islam terhadap praktek gadai yang dilaksanakareda@enyalahan, di antaranya
sebagai berikut:

1. Syarat akad
Proses muamalah harus mempertemukan pihak-pihakmgatakukan
akad, baik secara langsung (bertatap muka) maugledunmedia bantu (via
alat komunikasi) atas dasar sudah saling kenak kagkup akad, harus ada

ucapanjab gabul yang pada intinya pernyataan serah terima darpkkatan



antara kedua belah pihak. Pada praktek gadai da Pemyalahan, antara
pihak yang menggadaikan dengan pihak penerima geldai saling bertemu

dan memberikan pernyataan saling serah terima. ftadas gadai, akad yang
berlangsung dapat dikatakan sah karena masih bediaintara pihak yang

menggadaikakn barang yang dimilikinya dengan peregadai.

Dalam hukum Islam, akad haruslah jelas isi, jes&sta tujuan dari
pengadaan akad. Apabila tidak ada kejelasan mengkad diantara kedua
belah pihak yang nantinya dapat menimbulkan kekaaavsalah satu pihak,
maka hal itu dapat membuat akad menjadi cacatidak $ah dalam hukum
Islam. Jadi, dalam kajian hukum Islam, harus agleld&®an di antara penerima
gadai dan penggadai.

Dari keterangan di atas, dapat dilihat bahwa pkalgadai yang
dilakukan oleh masyarakat di Desa Penyalahan belemenuhi persyaratan
yang penuh. Di mana, ada beberapa persyaratankymagg pada saat akad
misalnya: batas pengembalian utang, pengelolaamanajaminan dan
pembagian hasil barang jaminan. Hal itu yang meunlkam permasalahan
oleh kedua belah pihak di kemudian hari. Karenagdenketidak jelasan
ketiga hal tersebut, pada akhirnya timbul prasargkawa salah satu pihak

merasa diuntungkan atau dirugikan.



2. Hak kuasa barang

Salah satu syarat yang berkaitan dengaarhun (barang yang
digadaikan) adalah penggadai punya hak kuasa atasdyang digadaikan.
Artinya, penggadai berhak memanfaatan barang ggatay diberikan oleh
pihak penggadai kepada penerima gadai.

Secara umum jelas sekali bahwa barang gadai ydregikan oleh si
penggadai kepada si penerima gadai bukan merupakbk pribadi si
penerima gadai. Akan tetapi hal tersebut bukanlanjadi penghalang
terjadinya proses pemanfaatan barang gadai olpersrima gadai. Seperti
telah disebutkan bahwa, syarat barang yang digadagida kejelasan hak
kuasa atas pihak yang menggadaikan. Pernyataanseicara otomatis
menjelaskan bahwasanya syarat barang yang akadadiga bukanlah hak
milik namun harus jelas hak kuasa atas baranghtetrsB®alam istilah lain,
berdasarkan pernyataan tersebut, seseorang boletggataikan atau
menyewakan barang milik orang lain asalkan sudad lek kuasa yang
diberikan oleh pemilik asli barang kepada seseotarsgbut.

Pada lingkup akad telah dijelaskan bahwa belum kejalasan
mengenai batas waktu pengembalian dan pengelbl@ang jaminan. Hal
tersebut dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat Besgalahan yang

memahami bahwa praktek gadai sama dengan sewa-wenygehingga



dalam pelaksanaan akad gadai tidak sesuai dengad gkdai yang
sebenarnya.

Dengan demikian, ditinjau dari akad gadai, prakpEkmanfaatan
barang gadai di Desa Penyalahan belum sepenuhngaliknekesesuaian
dengan ketentuan Hukum Islam. Di mana, pemahamagarakat mengenai
gadai adalah sama dengan sewa-meyewa. Oleh sebgtada saat terjadi
akad kedua belah pihak tidak mengetahui siapa parttak mengelola barang
jaminan yang sebenarnya dalam praktek gadai.

Dari pemahaman tersebut, perlu adanya pelurusaadkemasyarakat
mengenai praktek gadai yang benar menurut panddsigam. Sehingga tidak
terjadi kekeliruan dalam proses praktek gadai yaligksanakan oleh
masyarakat di Desa Penyalahan tersebut.

. Prinsipta’awwundanriba’

Muamalah dalam hukum Islam pada dasarnya berlaadasksas
ta’awwun atau tolong menolong dan tidak boleh mengambilnkewgan
sepihak dari proses bermuamalah. Hal ini didasapkala firman Allah surat
Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamuamggdar syi'ar-
syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bilalan haram,
jangan (menggangggu) binatang-binatang had-yabutatang-binatang
galaaid dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yangumgmgi
Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan daannya
dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hakambolehlah
berburu, dan janganlah sekali-kali kebencian(mypakia sesuatu kaum
karena mereka menghalang-halangi kamu darasjidil haram
mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Damngol
menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan tawa, dan
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan gg#aan. Dan

berta(iqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Altast derat siksa-

Nya”.
Berdasarkan firman di atas, maka sudah selayakayasia dalam hal
kebaikan dan ketagwaan harus saling menolong desgseima. Selain itu,
firman di atas juga dapat dimaknai bahwa prinsiernig menolong tidak
dapat dilepaskan dari syarat kebaikan dan ketagqwiaai apabila seseorang
menolong orang lain dalam urusan yang tidak bailakgiat), maka hal
tersebut bukanlah merupakan pertolongan. Jugailseye| jika seseorang
menolong demi kebaikan dengan jalan yang tidakesgsinsip kebaikan dan
ketagwaan, seperti memberikan pinjaman dengan meafgn uang hasil
korupsi atau pinjaman dengan bunga, maka hal damikiga tidak dapat
dikatakan sebagai usaha menolong dalam hukum Islam.
Dasar pelaksanaan dari praktek gadai di Desa Rargmaladalah
saling menolong di mana pihak penerima gadai mekdrerpertolongan

bantuan finansial kepada pihak penggadai. Akarpitdtdak mudah untuk

! Departemen Agama Rbp.cit, h.



mengklaim bahwa praktek tersebut memang benar-bdmprinsip
ta’awwun.

Namun pada kenyataanya, banyak dari penerima ggdag
memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencaritlkeggan. Di mana,
dalam keadaan terdesak kebutuhan si penggadai acgggn sawahnya
untuk memenuhi kebutuhannya. Karena, apabila bajangnan tidak
diberikan untuk di manfaatka oleh si penerima gadaka si penggadai tidak
mendapatkan pinjaman.

Hal itu sangat jelas memperlihatkan pemanfaatad&an terdesak
yang dialami oleh si penggadai oleh penerima gadaiuk mencari
keuntungan dengan mengelola barang jaminannyanKatapat terlihat dari
tidak sesuainya jumlah uang yang dipinjamkan denigass sawah yang
dijadikan jaminan. Selain itu sawah yang dijadif@ninan harus yang subur.
Apalagi, hasil dari barang jaminan dimiliki secgr@nuh oleh si penerima

gadai. Sehingga hal tersebut sangat merugikansbpgnggadai.

B. AnalisisHukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah di Desa Penyalahan
Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal
Gadai syariah sering diidentikkan dengemhn yang secara bahasa

diartikan Al-Hab (terhadap}. Seperti yang sudah dipaparkan diatas baRean

2 Sayyid SabigFigh Sunnah “Hukum Gadai / Agunan Dalam Islam (R&hJuz IlI, Berikut
: Dar al-Fikr, tt, h.187



adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai Hartai ekonomis) sebagai
jaminan hutang, hingga pemilik barang yang bersatagk boleh mengambil
hutang.

Sedangkan mengenai bendahn yang digadai, dalam konsep figh
merupakan amanat yang ada pawartahin yang harus selalu dijaga dengan
sebaik-baiknya. Untuk menjaga serta merawat agatebéarang) gadai tersebut
tetap baik, maka diperlukan biaya yang tentunyalwhinkan kepada orang yang
menggadai atau dengan cara memanfaatkan barang tgeskbut. Dalam hal
pemanfaatan barang gadai, beberapa ulama berbedapag karena masalah ini
sangat berkaitan erat dengan hakikat barang ggalag, hanya berfungsi sebagai
jaminan hutang pihak yang menggadai.

Dalam hal pemanfaatan barang gadai ada beberapags dikalangan
para ulama yaitu sebagai berikut:

Dalam kitabAl-Umm’nya Imam Syafi'i menjelaskan tentang pemanfaatan
barang jaminan sebagai berikut: “Manfaat dari bgjaminan adalah bagi yang
menggadaikan, tidak ada sesuatu pun dari barariggantu bagi yang menerima
gadai”® Sedangkan pendapat senada diutaraakan Ulamaigtafiiahwa orang
yang menggadaikan adalah yang mempunyai hak atadaatabarang yang
digadaikan, meskipun barang yang digadai itu adsmadiah kekuasaan penerima
gadai, kekuasaannya atas barang yang digadai tlakg kecuali ketika

mengambil manfaat atas barang gadai tersebut. §ealampenerima gadai tidak

% Imam As-Sayaifi'i, Al-Umm Jilid IIl, tt, tp, h. 155.



boleh mengambil manfaat barang gadai jika hal igyatatkan dalam akad, tetapi
jilka mengambil manfaatnya itu diizinkan oleh orayang menggadai maka itu
diperbolehkart.

Dari penjelasan Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyataths dapat diartikan
bahwa manfaat barang gadai hanyalah milik si pedeyg#an bukan orang yang
menerima barang gadai, sedangkan hak bagi pengeada hanyalah mengawasi
barang jaminan sebagai kepercayaan hutang yany dédarikannya kepada si
penggadai dan dapat memanfaatkannya hanya jika seang yang menggadai.

Ulama Malikiyah dalam hal pemanfaatan barang gaeigiendapat bahwa
hasil dari barang gadaian dan segala sesuatu yaagjldan dari padanya adalah
hak yang menggadaikan, dan hasil gadaian itu adadéah yang selama si
penggadai tidak mensyaratkambengan kata lain jikanurtahin mensyaratkan
bahwa hasil barang gadai itu untuknya, maka hald@pat dilakukan dengan
beberapa syarat:

a. Hutang terjadi karena jual beli dan bukan karenaguetungkan.

b. Pihak penerima gadai mensyaratkan bahwa manfaabal@ang gadai adalah
untuknya.

c. Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyanatkaktunya harus

ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya,armaknjadi tidak saf.

* Abdurrahman Al-Jazirial-Figh ala Madzahib al-Arba’Jilid 111,Beirut: Dar Al-Fikr, tt, h.

333.

® Rachmat SyafeFigh Muamalah Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001, h.170-174
® Sayyid SabigQp.Cit, h.188



Jika syarat-syarat tersebut diatas telah jelas, amaienurut ulama
Malikiyah sah bagi penerima gadai untuk mengamlaihfaat dari barang yang
digadaikan.

Abdul Aziz (tokoh masyarakat Desa Penyalahan) nleskan secara rinci
mengenai praktek gadai di Desa Penyalahan jikaitkd#dm dengan pendapat
Jumhur Ulama di atas mengenai pemanfaatan barat@. gdahwa pendapat
tokoh tersebut sesuai dengan pendapat Jumhur Utakady masyarakat tersebut
mengatakan tidak doleh penerima gadai memanfasidsang gadai hanya untuk
mencari keuntungan semata. Karena yang berhak mdiigaanfaat dari barang
yang dugadaikan itu dalah orang yang menggadaikamun kekeuasaan atas
barang jaminan itu ada di tangan si penerima gadai.

Sedangkan menurut pendapat KH. Mughni Mansyur, iEp@enggadai
mensyaratkan bahwa hasil dari barang yang digadaika untuk si penerima
gadai, maka hal ini tidak dilarang dengan bebesypeat:

1. Utang terjadi disebabkan karena jual beli dan blkaena menguntungkan.
Hal ini dapat terjadi seperti seseorang menjudiusbarang kepada orang lain
dengan harga yang ditangguhkan (tidak dibayar kdntkemudian dia
meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengagny&g maka ini

dibolehkan.

" Hasil wawancara dengan Bapak K. Abdu Aziz tokohsyaeakat di Desa Penyalahan
Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal. Pada taBgigslember 2008.



2. Pihak penerima gadai mensyaratkan bahwa manfaat bdaang yang
digadaikan adalah untuknya.

3. Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyanaitki waktunya harus
ditentukan, apabila tidak ditentukan tidak diketahatas waktunya, maka
menjadi tidak saf.

Dari pendapat ulama dan tokoh masyarakat di DesgalRdhan untuk
menganalisis praktek gadai sawah di Desa Penyal&le@amatan Jatinegara
Kabupaten Tegal, maka penulis sependapat dengalapanimam Syafi'i yang
tidak membolehkan penerima gadai memanfaatkan pagadai. Karena dalam
prakteknya ada beberapa hal yang tidak sesuai déthgleum Islam yaitu:

1. Pada prinsipnya orang yang mengadaikan sangatkssrpmenjaminkan
barangnya. Karena jika barang tersebut tidak diara padanurtahinmaka
tidak mendapat hutang.

2. Penerima gadai hanya mengambil keuntungan dengaranfi@atkan barang
jaminan.

3. Tidak ada batasan waktu yang disepakati oleh pemngkh penerima gadai.
Hal ini menyebabkan ketidakpastian kapan gadai hkaakhir.

Selain itu, dalam praktek gadai di Desa Penyalginigusip ta’awwunjuga

sering diabaikan. Yang seharusnya prinsiawwu tersebutditerapkan dengan

® Hasil wawancara dengan Bapak KH. Mughni Mansyukolio masyarakat di Desa
Penyalahan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegh t&®aggal 5 desember 2008.
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baik. Dalam prakteknya juga syarat dengan umia, dimana penerima gadai
hanya mengambil keuntungan dari pemanfaatan bayaatey.

Namun secara jelas dapat dikatakan bahwa adanpedasn pendapat
dikalangan ulama Madzhab dalam membahas pemanfhatang gadai diatas
merupakan referensi bagi para pihak dalam tranggddai(rahn) untuk dapat
memilih atau mencari jalan tengah dalam hal penstafabarang gadai sesuai
dengan kebutuhan dan kondisi yang ada, sehinggarntujtama gadai sebagai

pemikat pada transaksi yang tidak tunai tidak teikem.
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